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PEDOMAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADUBERBASISM ASYARAKAT (PATBM)

|. Latar Belakang

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18tahun,
memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati,
dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak
tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan
dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan
kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta
perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hakhak tersebut
berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup,
nondiskriminasi, dan perghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hakhak
tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup
anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku
untuk semua anak, tanpa membeda bedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai
pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka
hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam
di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan
praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan
pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya
yang dialokasikan tidak memadai.

Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk
kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang
memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa: (1) anak di
dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari
tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2)
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setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur kekerasan; (3) setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan
terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya au dengan
orang lain; (4) setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (5)
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
anak.

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan
melaksanakan berbagaiprogram yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan
kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah
Ramah Anak, pembentukan Foum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanyekampanye gerakan
perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)Gerakan Nasional AntiKekerasan terhadap Anak GN-AKSA. Selain program
tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di
wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu
membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena
upaya perlindungan anak belum banyak menekankan padapencegahan dan belum
dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara
bersama-sama.

Untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis
masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada
Tahun 2015 telah melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, untuk mengidentifikasi paraktik

praktik terbaik perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi,
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dan potensi pengembangannya. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi bahwa
upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat mulai dari

mensosialisasikan hakhak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan
media infomasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Meskipun

demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga,

anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah setempat. Di
beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat
secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda

beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan
mendampingi pengembangannya.

Informasi lain yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah upaya
perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan
keluarga dan anakanak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban
kekerasan.Pemerintah masih minim memberi pemerintah terhadap upaya penguatan
keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta
penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma
yang berlaku. Perhatian pemerintah terhadap penguatan masyarakat untuk memberi
dukungan dalam reintergrasi juga masih minim. Meskipun demikian, dalam beberapa
kasus ditemukan ada dukungan pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan
praktik perlindungan anak berbasis masyarakat. Sinergi pemerintah setempat dan
daerah dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut dipayungi dengan
peraaturan daerah, bahkan peraturan desa. Meskipun masingmasing praktik
memiliki kelemahan, tetapi kekauatan dari setiap praktik di berbagai wilayah menjadi
potensi yang berharga bagi pengembangan perlindungan anak yang terpadu.

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah startegi gerakan
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), vyaitu gerakan
perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu

wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali,
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menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan
kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri

Dari banyaknyakasus kekerasan terhadap anakyang dilaporkan menunjukkan
bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu
memberikan perlindungan yang memadai kepada anak. Situasi yang tidak memadai
ini perlu mendapatkan respon Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan
kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada
anak. Beberapa penerapan program pemerintah yang dapat kita lihat seperti kota
layak anak, forum anak, GNAKSA (Gerakan Nasional Anti Seperti KOTA Layakprum
Anak, dan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak). Program
tersebut sudah mulai diterapkan pada tahun 2010 di beberapa kota propinsi dan
kotamadya/kabupaten di Indonesia. Program ini diterima baik oleh masyarakat dan
mendapatkan dukungan dari tingkat RT, RW hingga kelompok PKK (Program
Kesejahteraan Keluarga). Beberapa kendala juga ditemui pada pelaksanaanya seperti
sosialiasi program kurang efektif dan prosedur penanganan anak dalam kekerasan
yang belum berjalan. Kendala ini dapat ditemui ditingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Hal lain yang menjadi kendala juga terkait dengan terbatasnya data
dan minimnya statistik Nasional tentang topik kekerasan terhadap anak. Data yang
tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan &jian dalam skala kecil
dengan ruang lingkup yang terbatas perwilayah. Kajian yang dilakukan cenderung
tidak representatif dan tidak dapat mengambarkan penerapan perlindungan anak

secara komprehensif di daerah yang memadai dan bersifat terpadu.

[l. Dasar Hukum

Dasar hukum pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
adalah berbagai peraturan perundag-undangan yang berkenaan dengan

1. Undang-Undang Repubik Indonesia (UU RI)Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, terutama
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a. pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan
dengan cara:

1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenaihak anak
dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

2) Memberikan masukan dalam perumusan Kkebijakan yang terkait
Perlindungan anak;

3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak anak;

4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagianak;

5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif
untuk tumbuh kembang anak;

7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak
korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan

8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan
menyampaikan pendapat .

b. Pasal 21yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung
pelaksanaan kebijakannasional dalam perlindungan anak.

c. Pasal 23yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pencegahan
kekerasan terhadap anak.

2. UU RINomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. pasal 18 memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Oleh karena itu,
pemerintahan desa wajib menjamin dan mengawasi penyelenggaraan

perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
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b. Pasal 94 UndangUndang Desa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan
baik yang bersumber dari pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga
nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan yang sudah ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah
partisipasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahanyang memuat

pengaturan bahwa Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintah

an, pemberdayaan masyarakat,pelayanan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
serta pembinaan kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintahan desa wajib
menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, trmasuk

pencegahan kekerasan terhadap anak.

lll. Pengertian

Berikut ini diuraikan pengertian tentang perlindungan anak terpadu berbasis

masyarakatdan beberapa istilah yang membangun definisi tersebut.

1.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah
gerakan darijaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja
secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM
merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya
upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan
kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan
mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika
diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Baanjak dari pengertian tersebut,
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pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan
memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari
kekerasan. Untuk itu, penegertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah
langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi
kekerasan terhadap anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih
dalam kandungan (seperti pengertian yang dimuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun
2012, pasal 1)

Kekerasan terhadap Anak adalah segala perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan termasuk eksploitasi ekonomi, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum.

Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen
kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat
dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegaiatan
terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu
mulai dari promosi hak anak, pencegahan., deteksi dan penanganan sejak dini
hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara
menyeluruh  terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk
menghilangkan/mengurangi faktor -faktor penyebab permasalahan dan risiko-
risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjad, baik pada anak,
keluarga, masyarakat. Konsep Terpadu juga mengandung makna
mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan
berbagai unsur masyarakat, mensinerginakan dukungan sumber daya masyarakat,
pemerintah, dan dunia usaha.

Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas
masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam

mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat
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yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang
yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi

pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

IV. Maksud dan Tujuan

A. Maksud
Maksud penyusunan pedoman ini adalah buku pegangan bagi fasilitator dan
relawan pengembangan PATBM untuk menguatkan kapasitas masyarakat
melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara
mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yangerjadi di masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman PATBM
Tujuan dari penyusunan Pedoman PATBM adalah fasilitator dan relawan mampu
mendampingi masyarakat dalam pengembangan PATBM sebagai salah satu
indikator KLA, dengan cara:
1. Mencegah kekerasan terhadap anak

Beberapatujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan
dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak
mendukung anti kekerasan.

b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas
dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang
aman untuk mencegah kekerasan

c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah
kekerasan

2. Menanggapi kekerasan

Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/ mendeteksi,

menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan

termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Beberapa

tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
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a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anakanak korban
kekerasan

b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban
segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman
diakses oleh korban atau keluarga korban. Atau pelapor lainnya.

c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang
berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku,

dan menangani anak dalam risiko.

V. Sasaran

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak. Untuk mewujudkan
perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja
pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap
kehidupan anak-anak. Sesuai dengan konteks kegiatan berbasis masyarakat dan
tujuan PATBM maka sasaran kegiatankegiatan PATBM adalah anak, orang tua,

keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.

VI. Prinsip Pelaksanaan

1. Peduli terhadap kepentingan anak

2. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung
perlindungan anak.

3. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan

dan kehidupan bermasyarakat.

Kelangsungan hidup dan perkembangan Anak

Non diskriminasi

Bisabekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.

N oo o &

Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra
masyarakat lainnya.

8. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.
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VII. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di
tingkat desa atau kalurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepalatan
penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan
RT. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam
dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat

dusun.

Ruang Lngkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah
kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan
terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan
pendukung yang terjangkau dan berkulitas seperti; pusat pelayanan terpadu
perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A, lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau
penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakatRuskesmas, kepolisian sektor
(Polsek), lembaga bantuan hukum (LBH), bitara pembina desa (Babinsa) dan institusi
sosial yang ada di masyarakat.Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak,
baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan Anak- dilakukan dengan
cara: (1) memberikan informasi melalu sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan
peraturan perundang-undangan tentang Anak; (2) memberikan masukan dalam
perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (3) melaporkan kepada pihak
berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (4) berperan aktif dalam proses
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (6) melakukan pemantauan, pengawasan
dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (7)
menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk

tumbuh kembang Anak; (8) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif
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terhadap Anak korban; dan (9) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat
berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pola kerja PATBM ini sangat partisipastif dengan melibatkan senua unsur dari
masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anakterbebas dari perlakukan kekerasan di masyarakatPeran
organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan - dilakukan dengan cara
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing

masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak

Titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk
menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini
dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan
kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan
meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan
terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Kegiatan menolong korban tidak
sepenuhnya ditangani melalui PATBM. PATBM membantu agar korban dapat cepat
dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan.
PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga  mendapat
pertolongan dengan merujuk pada lemabaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan

permasalahan dan kebutuhan mereka.

Kegiatan PATBMini merupakan kegiatan yang terpadu sehingga mengarah pada
kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap
terjadinya kekerasan penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan
perlindungan anak yang ada, mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang
ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor -faktor penyebab dan
menguatkan faktor perlidungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat.
Kegiatan PATBM juga mencakupupaya untuk menolong korban kekerasan, memberi
dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan serta

memberi dukungan untuk p emulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi.
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PATBM perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu PATBM dapat
mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa yang lain
seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapakbapak atau perkumpulan remaja/karang
taruna, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan
penguatan kemampuan, PATBM dengan dibantu pemerintah desakelurahan dan
badan Pemberdayaan Perempuan dan Anakkabupaten/kota dapat mengembangkan
jejaring yang bersifat teknis dengan SKPD lain LKSLSM, sekolah/lembaga pendidikan,

LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kalurahan atau dusun/RW/RT
pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup

kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. Tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan
anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiaan kreatif dan rekreatif,
kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.

2. Tingkat Keluarga kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang
tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hakhak anak
dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi
dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua,
berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan
ketrampilan pengasuhan anak

3. Tingkat Komunitas atau masyar&kat desa Kegiatan ini diarahkan untuk
membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang
ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan
sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kéijakan
lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan

bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.
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PATBM bukan merupakan kegiatan perlindungan anak yang baru atau menggantikan
kegiatan perlindungan anak yang sudah ada tetapi diarahkan untuk memperkuat

struktur perlindungan anak lokal yang telah ada. Misalnya sebuah kegiatan
perlindungan anak yang ada di suatu desa atau kelurahan saat ini berfokus pada
kegiatan anak-anak, maka kegiatan ini bisa diperkuat dengan mengembangkan

kegiatan untuk orang tua dan masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Dengan
demikian, PATBM ini pada hakekatnya tidak harus menjadi nama sebuah kegiatan atau
kelembagaan tetapi lebih merupakan sebuah gerakan dimana nama kelembagaan dari
gerakan ini bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat yang
berpartisipasi. Meski bersifat gerakan warga masyarakat di suatu wilayah, tidak berarti
pengorganisasian PATBM menjadi tidak penting. Justru di dalam PATBM ini fungsi
pengorganisasian merupakan tahapan yang sangat penting untuk membangun

gerakan yang efektif dan berkelanjutan.
Secara visual kegiatan PATBM bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:
Bagan 2: Ruang Lingkup Kegiatan PATBM

Komunitas
(RT/RW, desa)

Keluarga

Anak

Untuk itu, dalam pengorganisasiannya beberapa komponen yang harus dipersiapkan
terlebih dahulu dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan PATBM adalah

sebagai berikut: (a) Regulasi dan manajemen(b) Pembiayaan(c) Pengelolaan Sumber
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Daya Manusia(d) Pengelolaan Informasi(e) Logistik dan Perlengkapan(f) Penggerakan
Partisipasi Masyarakat

Dengan melaksanakan fungsi penggerakan yang mempertimbangkan 6
komponen di atas, maka diharapkan kegiatan PATBM akan berjalan dengan terencana
dengan dukungan sumber daya yang ada di desa untuk menjamin pelaksanaan yang
lancar dan berkelanjutan serta bisa dimanfaatkan oleh anakanak, keluarga dan

masyarakat itu sendiri.
Secara visual kerangka kerja gerakan PATBM bisa dilihat pada gambar di bawabh ini:

Kerangka Kerja PATBM

Pengembangan Model PATBM

Masukan Kegiatan Perubahan

Pusat Penguatan

Tata Kelola PATBM &PerubahanMNorma

Kecakapan
Pendanaan menghindari

kekekerasan

Propinsi
Aksesibilitas

Pengelolaan

Kualitas

Kabupaten/ . Responterhada
(Gramaaya  Informasi cokermmn

SDOmM "
pendukung
m Keberkanjutan Dampak

Mobilisasi Angka Kekerasan
Menurun

PATBM oleh karena berorientasi kegiatan yang tepadu mulai dari promosi dan
pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun
sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa- perangkat desa,
posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, kelompok bapabkapak, LSM dan jaingan
vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas),

P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lailain.

Upaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat
di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh

masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah
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setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan
pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi, hingga

pusat.

VIIl. Komponen dan Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan tujuan, ruang lingkup dan prinsip yang diacu dalam PATBM ini makaada
dua komponen utama dalam pelaksanaan gerakan PATBM ini. Pertama, komponen
teknis yang berupa perubahan yang diharapkan pada tingkat masyarakat, keluarga,
orang tua dan anak dengan adanya gerakan PATBM ini. Kedua, adalah komponen
pengorganisasian gerakan PATBM di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi dan
nasional. Rincian kedua komponen dan tahapan-tahapan pelaksanaanpada masing-

masing komponen bisa dilihat di bawah ini:

A. Perubahan yang diharapkan dari Gerakan PATBM

Berdasarkan tujuan, ruang lingkup dan prinsip yang diacu dalam PATBM ini maka
ada dua komponen utama dalam pelaksanaan PATBM ini. Pertama, komponen
pengorganisasian gerakan PATBM di tingkat desa/kelurahan dan pengorganisasian
dukungan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kedua, komponen
teknis yang berupa perubahan-perubahan yang diharapakan pada tingkat masyarakat,
keluarga, orang tua, dan anak. Rincian kedua komponen dan tahapan pelaksanaan

pada masing-masing komponen dapat dilihat di bawabh ini.

B. Pengorganisasian Gerakan PATBM

Pengorganisasian PATBM meliputi enam komponen pengelolaan;
. Regulasi dan tata kelola organisasi

. Pendanaan

1
2
3. Informasi
4. Sumber daya manusia
5

. Perlengkapan/ logistik
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6. Mobilisasi partisipasi masyarakat.

Semua komponen pengelolaan tersebut berlangsung di tingkat pusat, provinsi,
dan kota/kabupaten dalam rangka persiapan dan pemberian dukungan untuk
pengembangan PATBM, seta di tingkat desa/kelurahan/RW/RT dalam rangka
persiapan operasional dan pelaksanaan PATBM.Penjelasan enam komponen

adalah sebagai berikut :

1. Regqulasi dan Tata Kelola Organisasi

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasianang
mengatur secara jelas tugastugas atau mandat para pihak serta dukungan
regulasi yang memberi kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan.
Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten
hingga ke tingkat desa/k elurahan di mana PATBM dilaksanakan harus dibangun
dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan PATBM perlu diupayakan
pengembangan atau optimalisasi regulasi dan pengembangan tata kelola
organisasi di berbagai tingkatan tersebut.

a. Regulasi dan Tata Kelo la Organisasi di Tingkat Pusat

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak
dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan
penanganan kekerasan. Dalam konteks pelayanan yang kontinum tersebut,
sepatutnya pencegahan mendapat perhatian yang lebih besar. Regulasi yang
menjadi dasar tanggung jawab tersebut adalah Pasal 23 UndangUndang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk menjamin dan
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan
perwakilan pemerintah yang diberi mandat menjalankan tanggung jawab tersebut
dengan mengkoordinasikan para pihak di lingkup nasional dan lintas provinsi.
Mandat tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24/2010 tentang

17
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Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara.

Kementerian Pemberdayaan Peempuan dan Perlindungan Anak bertugas: (a)
Merumuskan dan menetapkan kebijakan, (b) Koordinasi & sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, dan (c) Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Oleh
karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ank
merumuskan program pengembangan perlindungan anak terintegrasi berbasis
masyarakat (PATBM) untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pencegahan
kekerasan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Program ini
mencakup promosi hak-hak anak dan pencegahan kekerasan di tingkat primer,
pencegahan sekunder melalui deteksi dini dan pengembangan akses terhadap
pelayanan dalam penanganan kekerasan dan rehabilitasi, serta pencegahan tersier
melalui dukungan terhadap reunifikasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah
mendapat pelayanan dengan penempatan di luar keluarga atau terpisah dari
keluarga dan masyarakatnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (KPPPA)
merupakan organisasi di tingkat pusat yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan program pengembangan perlindungan anak teritegrasi berbasis
masyarakat. Semua deputi dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak secara terpadu mendukung program, akan tetapi yang menjadi
penanggung jawab utama adalah Deputi Perlindungan Anak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam program ini adalah:

1) Mengembangkan agenda prioritas perlindungan anak yang harus didukung dan
dilaksanakan melalui PATBM.

2) Mengkoord inasikan kementerian lembaga dalam pengelolaan dukungan bagi
pengembangan PATBM, termasuk pengelolaan dukungan dari organisasi

internasional.
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3) Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam mengembangkan
perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, antara lain melalui pelatihan
atau fasilitasi pengembangan regulasi atau kebijakan.

4) Melaksanakanmonitoring secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan
PATBM dan supervisi (memberikan konsultasi atau bimbingan asistensi teknis)
sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan dan pencapaian
tujuan atau hasil kegiatan.

5) Melaksanakan evaluasi hasil pengembangan PATBM yang diintegrasikan
dengan pengembangan rencana pengembangan perlindungan anak
selanjutnya.

b. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Provinsi

Dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat
kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional
dalam perlindungan anak. Selanjutnya dalam pasal 23 undang-undang tersebut
juga dimuat kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin dan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak [di daerah], termasuk pencegahan kekerasan
terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menamin
penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak dan mendukung kebijakan
nasional dalam pencegahan tersebut yang diimplementasikan melalui program
PATBM.

Badan atau Dinas yang mengurusi PPPA di tingkat provinsi merupakan
organisasi perwakilan pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab
terhadap terselenggaranya perlindungan anak teritegrasi berbasis masyarakat di
daerahnya. Organisasi ini umumnya mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak,
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak

yang melibatkan para pihak di lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota, serta
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menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan atau Dinas PPPA di tingkat
provinsi dalam program PATBM adalah:

1) Mengintegrasikan pengembangan PATBM ke dalam program perlindungan
anak di daerahnya

2) Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan regulasi, perencanaan,
dan penganggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memperkuat kelembagaan PATBM.

a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung
PATBM) dan mengupayakan penguatan komtmen pemerintah daerah
provinsi untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi
regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan,
alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya.

b) Bersama Bappeda memfasilitas para pihak dalam jejaring kerja
perlindungan anak tingkat provinsi memadukan rencana kegiatan
perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta
menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi.

3) Menyelenggarakan pengembangan kapasistas PATBM
4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan

PATBM di kabupaten/kota.

Dalam mendorong pengembangan PATBM ke kabupaten/kota, Badan/Dinas
PPPA provnsi dibantu secara teknis oleh seorang pendamping yang selanjutnya
disebut pendamping provinsi. Pendamping provinsi bertugas:

1) Menjadi nara sumber dalam pengembangan kapasitas dalam isu tertentu
seperti monitoring dan evaluasi bagi aktivis-aktivis PATBM dari desa

desa/kelurahan-kelurahan
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2)

3)

Menyediakan asistensi teknis bagi Badan atau Dinas PPPA untuk
pengembangan PATBM (seperti membuat kajian atau survey untuk evaluasi
dampak program PATBM atau analisis anggaran).

Terlibat melakukan monitoring pelaksanaandan evaluasi hasilpengembangan

PATBM

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat Kota/Kabupaten

Dalam pasal 21 dan 23 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak juga dimuat kewajiban pemerintah daerah kota/kabupaten untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak serta
menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak [di daerah
setempat], termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Badan atau Dinas yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten merupakan organisasi perwakilan
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya
perlindungan anak teritegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. @ganisasi
tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan
kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para
pihak di lingkup kota/kabupaten dan | intas kecamatan dan desa/kelurahan,
serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota.

Pengembangan PATBM akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun
pertama dari setiap provinsi ditetapkan ada dua kabupaten/kota yang menjadi
lokasi pengembangan PATBM. Pada tahuntahun berikutnya akan diperluas
sesuai dengan hasil evaluasi dan kemampuan sumber dukungannya. Kegiatan

kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan/Dinas PPPA kabupaten/kotaadalah:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

Mengintegrasikan pengembangan PATBM dalam program perlindungan

anak di daerahnya

Menginisiasi dan mengembangkan PATBM di wilayah kerjanya

Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan untuk perencanaan

dan penganggaran dalam mengembangkan PATBM di desa-desa/

kelurahan-kelurahan .

a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung
PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah
kota/kabupaten untuk mengembangkan atau mengoptimalkan
implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program
pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk
regulasi lainnya.

b) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja
perlindungan anak tingkat kabupaten/kota memadukan rencana
kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan
serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat
koordinasi.

Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM di daerah sertenemperkuat

komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam

pengembangan PATBM.

Merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator dalam pengelolaan

pengembangan PATBM di tingkat desa/kota, dan mengembangkan

kapasitas kader-kader PATBM atau organisasi lokal di desa/kelurahan
dengan memanfaatkan jejaring kerja perlindungan anak tingkat
kabupaten/kota atau bahkan lebih tinggi.

Menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota

dan mengoptimalkan dukungan dari para pihak (berbagai in stansi/satuan

kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, perusahaan, dan
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perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan PATBM

di tingkat desa/kelurahan.

7) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil
pengembangan PATBM tingkat kota/kabupaten.
8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil PATBM

di tingkat kabupaten/kota.

Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desal/kelurahan,
Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota dibantu oleh fasilitator yakni relawan &tivis
pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan
kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Badan/Dinas PPPA dalam
mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang fasilitator
dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. Fasilitator
kabupaten/kota bertugas:

1) Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang
rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/yang mewakili.

2) Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensipotensi yang dapat
mendukung pengemb angan PATBM

3) Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan
mendayagunakan potensi

4) Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang
melaksanakan tugas:

a) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh -tokoh
penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya
PATBM

b) Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuanpertemuan
warga

c) Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan
aktivis PATBM, menyususn struktur dan pembagian tugas, dan

membangun komitmen.

23

PEDOMAN PATBMO EDISI1/2016



d) Memafasilitasi pembentukan dan atau pengembangan PATBM di
desa/kelurahan.

e) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada
Tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu membangun dan
mengembangkan kemampuan mereka dalam: Menganalisis situasi,
memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan
terhadap anak), serta potensi/sumber ; Menyusun rencana kegiatan
kegiatan (sesuai dengan ketersedian dukungan sumber daya);
Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi
setiap kegiatan; Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan
terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan
yang tepat dalam penanganan kasus Melaksanakan monitoring dan
evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut; Menyusun dan
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

f) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah
maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat
desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM.

g) Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para
pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat
pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan).

Untuk itu, pada tahun pertama setidaknya fasilitator mendampingi Tim

PATBM setiap desa/keluratan satu hari dalam satu minggu. Pada tahun

selanjutnya kegiatan pendampingan dapat dikurangi sejalan dengan

perkembangan kemampuan dan kemandirian tim tersebut.
5) Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan

PATBM desal/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat

kabupaten/kota.
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6) Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/
kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Badan atau

Dinas PPPA.

d. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi di Tingkat De sa/Kelurahan

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, wilayah administrasi
pemerintahan terendah adalah desa/kelurahan, seperti dinyatakan dalam Pasal
2 Undang duUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan di bagi atas
kelurahan dan/atau desa. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun tentang Kelurahan memuat pengaturan bahwa Lurah mempunyai
fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,
pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan kelembagaan.
Begitu juga pasal 18 dan 94 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa memuat pengaturan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan emerintahan , pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan
demikian, lurah atau kepala desa merupakan pemangku kewajiban di tingkat
kelurahan atau desa dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak yang dalam pasal 23 UU Nomor 35 Tahun 2014
diamanatkan kepada pemerintah.

Sejalan dengan pengaturan sistem pemerintah tersebut, maka kegiatan-
kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat harus berada di wilayah
administrasi sistem pemerintahan tingkat akar rumput, yakni desa/kelurahan.
Pengelolaan perlindungan anak berbasis masyarakat pada tingkat
desa/kelurahan memudahkan sinergi antar pemerintah dengan masyarakat,
menyediakan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk partisipasi,

memberdayakan masyarakat, dan menyediakan pelayanan langsung kepada
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masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PATBM yang digerakan oleh aktiis
aktivis warga masyarakat dirancang ada di tingkat desa/kelurahan di bawah
tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan.

PATBM sebagai gerakan masyarakat yang terintegrasi dan terorganisasi
diwujudkan dalam kegiatanan lembaga kemasyarakatan yang dikoordinasikan
dalam suatu sistem jejaring kerja yang memadukan semua upaya perlindungan
anak dari berbagai unsur dalam masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.
Dalam konteks gerakan perlindungan yang terinetgrasi, PATBM juga haus
menjadi bagian dari jejaring kerja perlindungan anak yang lebih luas yang
mempermudah pertukaran dukungan sumber daya lintas wilayah sehingga
dapat mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh. Pengelolaan ini
sejalan dengan ketentuan pasal 72 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang Undang Perlindungan Anak yang menegaskan
tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak.
Selain itu, juga sejalan dengan pasal 94 UndangUndang Desa bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan bailk yang bersumber dari
pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga nonpemerintah wajib
memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah
ada di desa sebagai mitra pemerintah dan wadah partisipasi masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah desal/kelurahan dalam pengembangan
PATBM di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan melalui kegiatarkegiatan:

1) Persigpan

Berkoordinasi dengan Badan/Dinas PPPA untuk melakukan persiapan
berikut:

a) Menghadiri pertemuan sosialisasi PATBM yang difasilitasi oleh Badan/Dinas

PPPA dan fasilitator PATBM dari kota/kabupaten.

b) Ikut mensosialisasikan PATBM secara lebih meluas kepada asyarakat dan

membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta
mendorong partisipasi masyarakat untuk merealisasikan PATBM.

c) Memfasilitasi fasilitator (dari kabupaten/kota) dalam mengajak orang-

orang peduli terhadap perlindungan anak dan secara sukarela menjadi
kader-kader PATBM.
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d)

f)

9)

h)

Memfasilitasi pengiriman aktivis yang bersedia menjadi tim relawan PATBM
desa/kelurahan untuk mengikuti pelatihan PATBM, ditindaklanjuti dengan
penyusunan rencana tindak lanjut.

Memfasilitasi fasilitator (dari kabupaten/kota ) untuk
membangun/mengembangkan Tim PATBM di desa/kelurahan dilengkapi
dengan pembagian dan uraian tugas, serta pengembangan jejaring
perlindungan anak.

Memfasilitasi Tim PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di
desa/kelurahan

Penguatan kebijakan desa/kelurahan, alokasi dana desa, fasilitasi untuk
pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk
dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan
perlindungan anak.

Mendukung dan mendorong kerja sama para pihak dari dalam dan luar
desal/keluarahan untuk pelaksanaan kegiatan PATBM.

Mendorong partisipasi warga untuk menambah jumlah relawan atau untuk
memanfaatkan pelayanan PATBM.

Kegiatan-kegiatan PATBM secara teknis digerakan orangorang yang

peduli dan secara sukarela bersepakat menjadi kader dalam tim kerja PATBM

yang bergerak secara bersamasamadalam upaya perlindungan anak. Tim kerja

PATBM bertugas:

1) Mengenalkan PATBM dan menggerakan partisipasi warga untuk ikut

menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material
maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan

kegiatan-kegiatan PATBM.

2) Membangun tim PATBM yang kompak dan efektif dalam mengelola

kegiatan perlindungan anak di wilayahnya, dengan cara:

a) Merekrut kader-kader untuk bergabung dalam tim PATBM yang

mengelola dan menggerakan perlindungan anak.

b) Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Buat daftar siapa saja yang telah melakukan kegiatankegiatan
perlindungan anak ; Buat juga daftar orang-orang lain (Bapak bapak,
ibu-ibu, pemuda/remaja putra-putri atau tokoh-tokoh) yang

dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan menggerakan
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kegiatan perlindungan anak yang potensial dilibatkan; Perhatikan
keterwakilan wilayah (RW/RT) dalam membuat daftar tersebut ;
Mulailah bergerak dengan beberapa orang yang sangat peduli untuk
memilah-milah daftar tersebutmenurut 0 k e pedul i an dan kem
menggerakan perlindungan anak untuk memilih orang-orang yang
potensial menjadi tim inti penggerak PATBM. Tuliskan namanama

tersebut di kuadran yang sesuai.

Kemampuan | i adran: Kuadran:

Kepeduliannya rendah Memiliki kepedulian tinggi,
A | tetapi kemampuan tinggi | kemampuan tinggi

(Prioritas 3) (Prioritas 1)

Kuadran: Kuadran:

Kepeduliannya rendah, Kepeduliannyatinggi tetapi
kemampuan tinggi kemampuan rendah

(Prioritas 4) (Prioritas 2)

[

Kepedulian

1 Ajak orang-orang tersebut secara bertahap. Di awal pengembangan
PATBM ajak yang peduliimau melakukan sesuatuuntuk perlindungan
anak dan mampu. Selanjutnya dapat mengajak orang-orang di
prioritas kedua (yang peduli tetapi belum mampu), dan seterusnya
secara bertahap sesuai prioritas seperti yang terdaftar di kuadran.
Kemampuan mereka dapat dibangun/diperkuat melalui kegiatan
pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan)

c) Menyatukan visi, tujuan, membagi tugas, dan membuat aturan
1 Ungkap peristiwa-peristiwa kekerasan (dapat dilakukan dengan

memutar film, menunjukaan data, dan minta beberapa orang
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menceritakan peristiva kekerasan, tanyakan apa yang dapat
diperbuat).

1 Sepakati visi, tujuan. Mulailah dengan curah pendapat tentang kondisi
ideal yang ingin dicapai di jangka panjang (5 tahun), diskusikan untuk
membuat rumusan yang disepakati. Rumuskan misi (besaran cara)
untuk mencapai visi. Selanjutnya buatlah tujuan-tujuan yang dapat
dicapai di tahun pertama, kedua, dan seterusnya.

Ini dapat dilakukan dengan menelaah ulang visi, misi, dan tujuan yang
sudah ada.

1 Identifikasi kelompok, tugas-tugas dan beri nama, kemudian susun
uraian tugas.

1 Membagi tugas diantara kader (dianjurkan penempatan kader
disesuaikan dengan pilihan mereka disesuaikan dengan kemampuan
dan minatnya, kemudian sepakati)

1 Sepakati nilainilai atau aturan-aturan main yang mendasari kerjasama
tim dalam perlindungan anak

1 Bangun komitmen bersama untuk merealisasi kesepakatan .

Ini dapat difasilitasi melalui dinamika kelompok, dengan visualisasi
lambang, perumusan nama dan yel tim yang mencerminkan visi, misi,
nilai, dll; cernta permainan-permainan yang meningkatkan kerjasama,
saling percaya, atau lainnya yang dapat membangun tim yang lebih

kompak dan efektif.

3) Mengobservasi situasi anak di wilayah kerja mereka, mengidentifikasi dan
memehami peristiwa-peristiwva atau gejala-gejala kekerasan yang ada
maupun yang mungkin terjadi, menelaah sebab-akibatnya, upaya yang
sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang

diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan
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sumber daya yang ada. Ini dapat dilakukan melalui proses kelompok

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Yakini langkah ini penting untuk menyusun rencana kegiatan agar

lebih efektif

List peristiwa atau gejala kekerasan yang pernah terjadi, rinci jenisnya
dan perbedaan korbannya, tingkat keseriusannya, di mana saja
tersebar dan jumlah di setiap titik wilayah tertentu. Diskusikan di mana

saja ada kerawanan terjadinya kekerasan misalnya terkait peristiwa
peristiwa konflik.

Buat peta wilayah, dan buat tanda (3mbol) yang menunjukkan di mana

saja pernah terjadi jenis kasus ataukerawanan kekerasan dan tingkat
keseriusan, dan jumlah anak korban maupun yang berada dalam
situasi rawan.

Diskusikan keadaan masalah, sebab, dan akibat yang ditimbulkan.

No. Jenis kasus Keadaan Sebab Akibat
masalah

4) Analisis hubungan sebab-akibat masalah kekerasan

a)

b)

Tuliskan masing-masing sebab dan masingmasing akibat dalam
kartu-kartu, dengan 1 hingga 3 kata. Rangkai kartukartu tersebut
menurut urutan yang dihubungkan dengan panah -panah. Suatu sebab
menimbulkan sebab-sebab lain hingga muncul kekerasan, kemudian
ada akibat yang kemudian menimbulkan akibat-akibat lain.

Dari analisis sebabakibat tersebut temukan sebab-sebab penting di
berbagai tingkatan (anak, keluarga, masyarakat) yang sangat

berpengaruf yang perlu segera diatasi untuk mencegah
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berkembangnya masalah, serta urutkan akibatakibat yang mendesak
ditangani.

c) Daftar potensi-potensi yang ada yang dapat menguatkan ketahanan

d) Rumuskan perubahan yang diharapkan atas sebab, resiko, maupun
pengembangan potensi tersebut. Menyusun rencana Kkegiatan-
kegiatan intervensi yang sesuai dengan hasil analisissituasi anak dan
pertimbangan ketersedian dukungan sumber daya, termasuk dana.
Buku pegangan intervesi dapat dijadikan dasar untuk memilih
kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan analisis suasi, kerawanan,
permasalahan, dan potensi atau sumber yang tersebu.

5) Perencanaan dapat disusun dengan langkahdlangkah kerja berikut:

a) Meninjau ulang hasil deskripsi masalah analisis masalah, dan
kebutuhan perubahan

b) Mengidentifikasi Alternatif Kegiatan Pencegahan dan Penanganan
Masalah

c) Mempertimbangkan kemungkinan: kemudahan dilaksanakan,
keberhasilan, dan risiko

d) Memilih Alternatif dan menetapkan Langkah-langkah kegiatan

e) Menyusun rencana operasional

Format tabel berikut dapat memperm udah dalam menimbang dan memilih
alternatif.
Lembar kerja : Identifikasi Alternatif Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak
Prioritas Perubahan | Alternatif Kemungkinan
Sasaran Arah Kemudahaan | Keberhasilan| Resko
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Penyusunan rencana kegiatan secara lebih lengkap dapat dipermudah dengan
menggunakan format tabel berikut.

Menetapkan langkah-langkah Kegiatan

Program : PATBM di éé. , tahun..

Tujuan

Kegiatan Sasaran | Hasil | Indikator | Penanggungajawab | Pihak Langkah | Waktu | Sarana Biaya
yang kegiatan bahan/Keb.Li

dilibatkan

6) Kegiatan intervensi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a)

b)

Intervensi promosi hak anak dan pencegahan kekerasan:

1 Sosialisasi hakhak anak dan penguatan norma masyarakat tentang anti
kekerasan

1 Sosialisasi hak anak, pengenalan risiko kekerasan, dan penguatan
keterampilan hidup anak -anak yang dapat mencegah menjadi korban
atau pelaku kekerasan

1 Sosialisasi hak anak, pengenalan risiko kekerasan, danpenguatan
keterampilan pengasuhan ( parenting ) dan keterampilan hidup orang
tua yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak

1 Penguatan fungsi keluarga yang dapat mencegah/menekan kekerasan
(seperti dengan meningkatkan komunikasi, kelekatan hubungan dan
keharmosisan dalam keluarga)

Menanggapi kasus kekerasan terhadap anak

1 Menyediakan mekanisme untuk menerima laporan kekerasan dan
permintaan bantuan penanganannya atau menjangkau korban kekerasan
agar segera ditolong.

1 Membuat daftar lembaga pelayanan dan menjalin kerjasma untuk
menangani kasus kekerasan dengan berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
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1 Melatih warga dan ajak warga melaksanakandeteksi dini serta melaporkan
kasus kekerasan terhadap anak dengan menggargai prinsip kerahasiaan

identitas agar tidak dipublikasikan.

Deteksi dini,antara lain dari tanda-tanda berikut:

1) Terdengar perkataan sangat kasar/merendahkan/ suara minta tolong
2) Adatanda luka atau memar

3) Ada perubahan kegiatan sosial korban

4) Ada tanda yang menunjukkan kondisi tidak terawat

5) Ada saksi

6) Ada keluhan korban

1 Memberikan pertolongan pertama pengamanan sementara dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan atau peanganan lanjutan
yang mampu dilaksanakan oleh aktivis PATBM.

1 Merujuk korban dan atau keluarga mereka untuk mendapatkan pelayanan

yang diperlukan secara baik kepada lembaga/sumber payalanan yang
berkompeten, seperti:

1) Merujuk korban untuk mendapat pertolongan ke lembaga sosial
(LK3/ P2TP2A), pekerja sosial/psikolog/pembimbing rohani (jika
diperlukan).

2) Membantu korban melaporkan atau atas kuasa yang diberikan
korban melaporkan ke Pelayanan Perempuan dan Anak (PPApolres
terdekat/ Polsek terdekat

3) Merujuk pelaku untuk mendapat rehabilitasi sehingga dapat
mengubah perilaku negatif sehingga tidak lagi melakukan kekerasan
(dengan bekerjasama ataumeminta pertolongan lembaga konseling
keluarga/pekerja sosial/ psikolog/ pembimbing rohani ).

4) Bantu korban yang Dberstatus pelajar untuk memastikan
kelangsungan pendidikannya terjamin, meskipun mungkin untuk
sementara perlu istirahat dulu untuk kepentingan terbaik korban.

1 Memberikan bimbingan (kepada anak, keluarga, atau masyarakat) dalam

resosialisasi dan integrasi sosialanak-anak korban atau pelaku kekerasan
yang pernah mendapat pelayanan di luar keluarga dan masyarakatnya.
1 Membuat dan mendokumentasikan pencatatan kasus yang ditangani dan

menjaga kerahasiaannya.
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c) Kegiatan pendukung seperti berkenaan dengan penggalangan dana,
penataan arsip, pengelolaan dan pencataan keuangan, rapat kader, diskusi
diskusi penguatan kapasistas kader.

1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak
lanjut

1 Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Laporan
disampaikan kepada masyarakat sebagai pemanfaat layanan dan pemberi

dukungan, serta kepada para ihan lainnya

Proses kegiatan tata kelola organisasi dalam implementasi kebijakan
pengembangan PATBM secara ringkas dapat digambarkan meliputi serangkaian
kegiatan yang terorganisasi yang dimulai dengan persiapan dari organisastorganisasi
pengelola perlindungan anak di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, hingga di
tingkat desa/kelurahan; kemudian menghasilkan pelaksanaan PATBM di tingkat
desa/kelurahan yang kelangsungannya mendapat dukungan dari pengelola dari
berbagi tingkat atasnya, yang dimonitor dan dievaluasi untuk dijadikan dasar tindak
lanjut dukungan dalam memastikan kelangsungan dan pencapaian tujuan PATBM.

Proses pengorganisasian tersebut dapatdigambarkan sebagai berikut:

1. Menguatnya Norma Masyarakat Terhadap Anti Kekerasan

Norma berasal dari bahasa Belandanorm, yang berarti pokok kaidah, patokan
atau pedoman. Pengertian secara umum adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku
yang berisi tata cara dalam berperilaku di masyarakat.Norma ini merupakan dasar dari

membentuk sistim perlindungan an ak terpadu berbasis masyarakat.

Norma sosial:

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam
suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan
berkembang seiring dengan kesepakatankesepakatan sosial masyarakatnya
sering juga disebut dengan peraturan sosial.
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Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

(&) Mengkaji ulang norma yang ada

SASARAN 1:

Kelompok Sasaran:
Masyarakat

Penguatan/
Perubahan Norma

= ldentifikasi aturan-aturan (dalam tafsir
norma agama, norma kesusilaan,
kesopanan, kebiasaan/adat istiadat, CAPAIAN:
dan hukum/peradilan anak) Masyarakat
* Yang mendukung anti kekerasan mandiri dalam
terhadap anak dan bentuk-bentuk membentuk

peserta PATBM lebih BeangpR Bnnye el
mengenali bentuk-bentuk melalui * Yang kurang mendukung anti menyepakati

norma anti kekerasan, kekerasan / norma
maupun yang kurang kesenjangan/keterbatasan norma perlindungan
mendukungm atau Identifikasi kebutuhan penguatan anak
kesenjangan/keterbatasan sosialisasi norma
norma yang ada Identifikasi kebutuhan perubahan
norma

Kelompok masyarakat

Tahap pertama pencgaian sasaran penguatan dan perubahan norma adalah
kelompok masyarakat peserta PATBM lebih mengenali bentukbentuk norma anti
kekerasan, maupun  yang kurang mendukung atau menimbulkan
kesenjangan/keterbatasan terhadap norma yang ada. Pendamping PATBM
memfasilitasi warga untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang terangkum dalam
tafsir norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kebiasaan/adaistiadat, dan
hukum/peradilan anak. Selanjutnya memetakan berbagai kegiatan yang mendukung
gerakan anti kekerasan terhadap anak dan bentuk-bentuk pelanggarannya; dan
mencari solusi untuk berbagai kegiatan yang kurang mendukung anti kekerasan/
kesenjangan/ keterbatasan norma-norma perlindungan anak.

(b) Tahap sosialisasi atau pengenalan

Tahap sosialisasi atau pengenalan merupkan tahap awal proses identifikasi norma.
Pada tahap ini, kelompok masyarakat peserta PATBM dikenalkan pada bentukbentuk
pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat beserta konsekuensi sosial yang

kemungkinan dapat diterima.
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ARAN 1:

Ditujukan Kepada Kelompok Sasaran:
Masyarakat

Penguatan/
Perubahan Norma

CAPAIAN:
(al: penyuluhan, pertemuaan
keagamaan, pemutaran
film/kartun, penyebaran leaflat,
Kelompok masyarakat dan bentuk-bentuk pendidikan
peserta PATBM dikenalkan antar sebaya di kalangan anak-
bentuk-bentuk norma anti Catalui] anak atau orang dewasa)
kekerasan, bentuk-bentuk
pelanggaran norma yang ada
di masyarakat dan
konsekuensi sosial yang
dapat diterima, serta
mekanisme pengaduan dan
penanganan pelanggaran

« Ciptakan suasana yang baik
= Sampaikan maksud
+ Sampaikan isi sosialisasi

perlindung.
anak

Pendamping PATBM melakukan pertemuan awal Kkegiatan guna persiapan
pelaksanaan program PATBM menuju kemandirian masyarakat dalam membentuk
perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap perlindungan anak.

(c) Tahap penekanansocial

Tahap penekanan sosial dilakukan untuk mendukung terciptanya kondisi sosial yang
aman dan nyaman untuk anak-anak. Pada tahap ini implementasi norma di kelompok
masyarakat peserta PATBM telah mengetahui bahwa tentang sanksi sosial atau

hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.

S RAN 1:
Penguatan/ sy Kelompok Sasaran:
Perubahan Norma Masyarakat

« |dentifikasi perilaku positif dan negatif

« |dentifikasi pemberian sanksi yang tepat
dan kurang tepat terhadap perilaku
negatif

= |dentifikasi dan pemilihan alternatif

Kelompok
masyarakat sanksi yang proporsional (termasuk positif
didorong untuk disiplin}
mendptakan Pelaksanaan penerapan sanksi yang

v i proporsional

kondls:isoswl yang = Bimbingan (transfer pengetahuan dan

aman dan nyaman ketrampilan) perubahan perilaku negatif

untuk anak-anak ke positif (rujuk ke tenaga profesional)
Evaluasi

Pendamping PATBM melakukan pengenalan berbagai alternatifcara-cara pelaksanaan

program dengan mengidentifikasi pelaksanaan PATBM melalui:
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a. Analisis kegiatan PATBM yang akan dilakukan berikut penjelasannya
b. Pemecahan permasalahan dan alternatif langkahlangkahnya berikut upaya
nyata perbaikan pelaksanaan kegiatan PATBM

(d) Tahap pendekatan kekuasaan atau pengaruh

Pada tahap ini, terlihat adanya pihak pelaku pengendalian sosial dan pihak yang
dikendalikan dalam satu sistem PATBM. Tahap ini dilakukan jika tahaptahap yang lain
tidak mampu mengarahkan tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat peserta
PATBM sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku.
Tahapan pendekatan kekuasaan dipengaruhi oleh :
a. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
Misalnya P2TP2A Kabupatn mengawasi kegiatan PATBM vyang
dilaksanakan kelompok masyarakat dalam suatu desa.
b. Pengendalian kelompok terhadap anggotanya
Misalnya Pembimbing kegiatan PATBM terpilih di tingkat kabupaten
mengendalikan dan membimbing kegiatan anak-anak beserta keluargarya
yang tergabung dalam forum PATBM.
c. Pengendalian pribadi terhadap pribadi
Misalnya dalam satu keluarga peserta PATBM,orang tua mendidik dan
merawat anaknya dengan pola asuh yang adaptif atau seorang kakak yang
menjaga adiknya; dan hubungan silaturahmi antara anggota keluarga atau

antar saudara
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SASARAN 1:
Ditujukan Kepada Kelompok Sasaran:

Penguatan/ Masyarakat
Perubahan Norma

CAPAIAN:

« Analisis orang-orang yang Masyarakat
memiliki pengaruh dalam memelihara
masyarakat dan kepedulian perilaku

Menggunakan pendekatan T Libatkan orang -orang positif,
kekuasaan dan pengaruh guna sz tersebut untuk merubah
mengarahkan tingkah laku warga mel_’npengaruhll mengar'ahkan perilaku
masyarakat peserta PATBM sesual perilaku warga (melalui negatif
dengan norma atau nilai yang contoh, nasihat, pemberian 2
berlaku, JIKA upaya melalui tahap- penghargaan, pemberian
tahap lainnya belum memberikan sanksi, dan lain-lain bentuk

solusi pengaruh)
= Evaluasi

Pendamping PATBM melakukan pengendalian dan evaluasi tingkat perubahan
wawasan pengembangan potensi sumberdaya keluarga responsif perlindungan anak
sebagai hasil program kegiatan PATBM yang telah dilakukan @da tiap-tiap jenjang
intervensi.

Dalam kehidupan seharthari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang
berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma
adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para
anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan.
Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkahlaku berisi perintah,
anjuran dan larangan.

Jenis norma berdasarkan sumbernya: Berdasarkan sumber/asalusulnya, norma

dapat dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma

hukum.

a. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan
melalui utusannya yang berisi perintah, larangan atau anjuran. Misalnya peserta
PATBM dihauskan dapat berbuat baik antar sesama sesuai dengan ajaran agama
yang dianutnya, menjunjung kedamaian, kenyamanan sebagai umat beragama dan

tidak melanggar perintah agama.
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b. Norma kesusilaan adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani
manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Misalnya peserta PATBM dalam
berinteraksi dikenalkan untuk berlaku jujur dan bertindak adil.

c. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan
segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan
pergaulan seharihari. Norma kesopanan ini bersifat relatif, artinya apa yang
dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat,
lingkungan dan waktu. Misalnya menghormati orang lebih tua, tidak boleh berkata
kasar, berpakaan yang rapi dan sopan, dan lain sebagainya.

d. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh negara.
Ciri norma hukum antara lain adalah diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan
yang sah dan ada penegak hukum sebagai pihak yang berwenangmemberikan
sanksi.

Jenis norma berdasarkan daya mengikatnya: Berdasarkan daya mengikatnya norma

dapat dibagi menjadi cara(usage), kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.

1. Cara(Usage)adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau
usage lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang -orang yang
melanggarnya paling-paling akan mendapat cemoohan atau celaan.

2. Kebiasaan, adalah perbuatan yang diulangulang dalam bentuk yang sama
karena orang banyak menyukai dan menganggap penting dan karenanya
juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan cara
atau usage Bila orang tidak melakukannya, maka akan dianggap sebagai
suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat.

3. Tata Kelakuan, merupakan kebiasaan tertentu yag tidak sekedar dianggap
sebagai cara berperilaku, melainkan diterima sebagai norma pengatur. Tata
kelakuan mencerminkan sifatsifat yang hidup dalam kelompok manusia
dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap
anggotanya. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus

melarang perbuatan tertentu.
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4. Adat Istiadat merupakan aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam
masyarakat yang sifat kekal serta memiliki keterpaduan (integritas) yang

tinggi dengan pola perilaku masyarakat.

2. Meningkatnya Keterampilan dalam Menghindari Kekerasan Terhadap Anak.
Keterampilan hidup yang sering juga disebut kecakapan hidup adalah berbagai
keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi
dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi
berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Dari
definisi sederhana tersebut, keterampilan yang dapat digolongkan ke dalam
keterampilan hidup sangat beragam tergantung pada situasi dan kondisi mau pun
budaya masyarakat setempat (DEPDIKNAS, 2002)0rang tua peserta PATBM
diharapkan mampu memperkuat keterampilan diri dalam hal pola pengasuhan
anak, sedangkan anakanak diharapkan mampu memperkuat keterampilan
hidupnya agar dapat mandiri dan berdaya guna secara optimal. Selanjutnya
dalam hal ini Pendamping PATBM membantu orang tua peserta PATBM untuk
memperkuat keterampilan pengasuhan anaknya dan anakanak peserta PATBM

untuk memperkuat keterampilan hidupnya melalui tahapan -tahapan berikut:

(a) Pengenalanterhadap Diri

Target pada tahapan pengenalan diri adalah membangun rasa percaya diri individu
melalui penilaian terhadap kekuatan, evaluasi sumberdaya diri dan penilaian
keterampilan diri. Peserta PATBM secara terstruktur melakukan pengenalan
kepribadian diri dan membentuk kepribadian. Pengenalan kepribadian diri
ditujukan agar peserta PATBM lebih mudah mengenali apa saja yang ada dalam
dirinya. Salah satu elemen yang penting untuk dikenali adalah ciri sifat diri yang
membentuk kepribadian. Dengan mengenal kepribadian diri, maka peserta PATBM
akan lebih mudah mengenali apa saja yang perlu ditingkatkan dari dalam dirinya.

Pendamping PATBM memformulasikan metode pengenalan diri yang tepat bagi
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masyarakat peserta PATBM guna mengarahkan peserta mengenali ciri &t diri

yang membentuk kepribadian.

SASARAN 2:
Penguatan Keterampilan Hidup Kepaca Kelompok Sasaran:
(Ortu: Pola Asuh, Anak: :> Aialcanan Gt T t

Penguatan Keterampilan)

CAPAIAN J

o Peserta PATBM secara
Tahap 1: terstruktur melakukan
pengenalan kepribadian diri
dan membentuk
kepribadian:

« Tanya mengapa/ bagaimana
kegiatan yang telah I:J‘>

dilaksanakan

Orang Tua:
mengenali pola pengasuhan
anak yang telah dilaksanakan,
mampu mengevaluasi, dan
mampu menguraikan
alternatif terbaik lainnya

Pengenalan
Terhadap Diri

Membangun rasa
percaya diri dan
penilaian terhadap
kekuatan, evaluasi
sumberdaya diri dan
penilaian keterampilan
diri

Anak-anak:

« Latih dan bina aplikasi kegiatan

« Analisis Strategi Penerapan
Program

« Ungkapkan pikiran dan
pendapat

| l +« Coba dan terapkan aneka

alternatif kegiatan

mengenali apa saja yang ada
dalam dirinya, salah satu
elemen pentingnya adalah
anak-anak mengenali ciri sifat
diri yang membentuk
kepribadian

(b) Mengurai keyakinan dan nilai-nilai diri

Menyadari keyakinan dan nilai-nilai diri adalah pondasi membangun karakter.

Karakter adalah apa yang dipercaya dan apa yang dihargai dalam hidup. Karakter
menyediakan landasan untuk membangun kecakapan hidup dasar. Karena

kecakapan adalah kata yang menyiratkan suatu tindakan maka kecakapan itu

berarti bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pengembangan kecakapan hidup

peserta PATBM dilakukan guna menempatkan kepercayaan dalam sebuah
tindakan. Jika keyakinandanniai - ni | ai tel ah tertanam kuat,
efektif akan lebih mudah untuk dicapai. Pada tahapan ini pendamping PATBM

membantu peserta melakukan pemilihan dan implementasi keyakinan dan nilai-

nilai diri terbaik sebagai pilihan karakter yang akan dikembangkan dalam kelompok

PATBM.
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CAPAIAN

Penguatan Keterampilan)

SASARAN 2:
Penguatan Keterampilan Hidup |_"€P3% Kelompok Sasaran:
(Ortu: Pola Asuh, Anak: :> Anak-anak, Orang Tua [ii8

Tahap 2: Peserta melakukan Orang Tua:
Mengurai pemilihan dan memiliki pola pengasuhan
mkll:lal'l giar? implementasi keyakinan ag:ﬁ;:ﬁ::::;iiﬁ'
-nila ilai-nilai dir i ; :
dan mla_I n.ll.al diri terbaik terbentuk dari keyakinan dan
Dilakukan pengembangan sebagai pilihan karakter nilai-nilai diri
kecakapan hidup peserta yang akan dikembangkan
PATBM guna menempatkan
kepercayaan dalam sebuah « |dentifikasi tingkat perubahan
tindakan. Jika keyakinan yang terukur, baik secara Anak-anak:
dan nilai-nilai telah kualitatif maupun kuantitatif memiliki kecakapan hidup
tertanam kuat, kecakapan = Membuat Keputusan Tingkat . :
hidup yang efektif akan Keberhasilan Program kyanE efektlfsesu;; del:(gan 3
lebih mudah untuk dicapai « Buat keputusan perubahan- AL OV UmDRIRL dan
perubahan yang dirasakan keyakinan dan nilai-nilai diri

(c) Mengeksplorasi hambatan dan pertumbuhan pribadi

Selain menilai kekuatan dan menguraikan keyakinan yang dimiliki, hambatan arus
pertumbuhan pribadi harus dihilangkan atau diminimalkan. Hambatan bisa
termasuk tantangan fisik atau mental, pengalaman kecanduan, terbatasnya
pendidikan, keterampilan berbahasa atau perbedaan budaya. Menghilangkan
hambatan tidaklah mudah tetapi tidak menghilangkan hambatan potensial di

depan akan membuat peserta PATBM menjadi lebih banyak masalh di masa
depannya. Dengan demikian, bagaimanapun sulitnya hambatan tetap harus diatasi.
Untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya, peserta PATBM dapat mencontoh
model peran atau membaca tentang orang-orang yang berhasil mengatasi
hambatan serupa. Jika indvidu bertekad untuk berhasil maka peserta PATBM
tersebut akan menemukan cara untuk melakukannya. Pendamping PATBM
memandu peserta PATBM mengidentifikasi dan memformulasikan masalahnya,
dan selanjutnya mendampingi peserta PATBM mempelajari dan memilih intervensi
yang paling tepat sebagai solusi atas masalahnya tersebut. Pilihan berbagai
intervensi tersebut didasarkan pada berbagai intervensi yang sudah pernah
diterapkan pada berbagai tingkatan masyarakat, keluarga, dan anakanak, dan
nantinya intervensi ini akan dijadikan sebagai landasan penentuan model PATBM

yang tepat untuk diterapkan di lokasi pendampingan.
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SASARAN 2:

Penguatan Keterampilan Hidup Kepach

(Ortu: Pola Asuh, Anak:

Penguatan Keterampilan)

Tahap 3:
Mengeksplorasi
Hambatan dan
Pertumbuhan
Pribadi

Menghilangkan atau
meminimalkan hambatan
arus pertumbuhan pribadi.
Hambatan bisa termasuk

tantangan fisik atau

mental, terbatasnya
pendidikan, keterampilan

berbahasa, atau perbedaan

budaya

e

= Mengident

Peserta PATBM dapat
mencontoh model peran

ncing munculnya alternatif
«egiatan lainnya yang
menggambarkan berbagai
hambatan ya japi

kegiatan d n berbagai
hambatan batannya dan
memformulasikan masalahnya

« Memilih alternatif kegiatan

terbaik

» dan intervensi yang paling

tepat

Kelompok Sasaran:
:> Anak-anak, Orang Tua

CAPAIAN

Orang Tua:
Mampu memilih intervensi
pola pengasuhananak yang
paling tepat sebagai solusi

atas hambatan yang
dihadapinya

Anak-anak:
mampu memilih intervensi
yang paling tepat sebagai
solusi atas hambatan yang

dihadapinya

SASARAN 2:

Penguatan Keterampilan Hidup
(Ortu: Pola Asuh, Anak:
Penguatan Keterampilan)

Tahap 4:
Menghormati
Perbedaan

Perbedaan dalam hal
mempelajari dan
menerapkan keterampilan
periu saling dihormati agar
pengembangan kecakapan
hidup lebih mudah untuk
dipelajari dan diadopsi

e

Peserta PATBM belajar
keterampilan hidup
melalui penyajian

informasi yang disajikan
dengan cara yang adaptif

+ Pancing anggota kelompok

sasaran aktif menyampaikan
komentarnya

+ Mengevaluasi Program
» Beri komentar umum terhadap

program yang telah diikuti

Orang Tua:
Mampu beradaptasi
mengembangkan kecakapan
pola pengasuhananak yang
sesuai dengan karakteristik
kelompoknya masing-masing

Anak-anak:
mampu beradaptasi
mengembangkan kecakapan
hidup terhadap karakteristik
kelompoknya masing-masing

|

-

Meskipun serupa dalam banyak hal, peserta PATBM memiliki kepribadiarberbeda

yang dapat memberikan perspektif masing-masing yang berbeda pula. Peserta

PATBM mungkin memiliki gaya belajar dan kepribadian yang berbeda. Dengan

menghargai perbedaan, maka pengembangan kecakapan hidup lebih mudah

untuk dipelajari. Ketika pendamping PATBM mengajarkan keterampilan hidup juga

penting untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dengan mudah

disesuaikan dengan situasi setiap peserta. Adaptasi pengembangan kecakapan
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hidup terhadap karakteristik peserta PATBM sangat penting terutama ketika

menyelenggarakan kegiatan kelompok anak-anak dan remaja.

(e) Membuat rencana.

SASARAN 2:
Penguatan Keterampilan Hidup Kepada Kelompok Sasaran:
(Ortu: Pola Asuh, Anak: [:> Anak-anak, Orang Tua g

(f)

CAPAIAN

Penguatan Keterampilan)

Tahap 5: Peserta menyusun Orang Tua:
Membuat Rencana Kegiatan PATBM Tersusunrencana kerja

Rencana yang akan kegiatan PATBM berupa pola
diimplementasikan pevgssuan anak yang siap

diimplementasikan

Merencanakan keglatan - Kafi komitmen anggota

PATBM {yang terdiri dari: kelompok sasaran terhadap

organisasi dan inovasi) keberlanjutan kegiatan secara
dengan menggabungkan 2 mandiri

keterampilan, yaitu - Menetapkan Renacna Tindak Anak-anak: :
keterampilan mengelola Lanjut Kegiatan Tersusunrencana kerja
diri dan membina hubungan + Tunjukkan komitmen terhadap kegiatan PATBM berupa
antar pribadi keberlanjutan kegiatan secara berbagai keterampilan anak

I] mandiri yang siap diimplementasikan

Pengembangan kecakapan hidup perlu dimulai dari membangun harga diri,
kepercayaan diri dan kontrol diri (kekuatan pribadi atau keterampilan). Kemudian
menambahkan keterampilan membina hubungan dengan menggunakan
keterampilan pribadi sebagai pendukungnya. Kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan mengembangkan keterampilan peserta merencanakan program PATBM
(yang terdiri dari organisasi, inovasi), yang menggabungkan dua keteranpilan,
yaitu keterampilan mengelola diri dan membina hubungan antar pribadi.
Pendamping PATBM mengajarkan, mengarahkan, dan mendampingi peserta
PATBM menyusun rencana program PATBM yang akan diimplementasikan di

desa/kelurahan tempat tinggal mereka.

Menciptakan aktivitas-aktivitas yanqg sederhana dan fleksibel

Ketika membuat rencana pribadi untuk mencapai kesuksesan peserta PATBM,
pendamping PATBM harus memiliki kesabaran dan fleksibilitas. Karena perubahan
yang fundamental dalam diri peserta PATBM membutuhkan waktu yang lama,

maka membangun keterampilan perlu dilakukan secara perlahan akan tetapi
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disadari secara baik oleh peserta. Mengembangkan keterampilan hidup dasar
adalah sebuah perjalanan pribadi maka pengembangan kecapakan hidup harus

memperhatikan proses-proses yang dialami oleh tiap-tiap peserta PATBM.

CAPAIAN

Penguatan Keterampilan)

SASARAN 2:
Penguatan Keterampilan Hidup Kepaa Kelompok Sasaran:
(Ortu: Pola Asuh, Anak: :> Anak-anak, Orang Tua |
%

M::::p':a?(:an Peserta PATBM
s s mengembangkan _ Orang Tua:
Sederhana yang keterampilan hidup Memiliki daftar aktivitas pola

4 ; pengasuhan anak adaptif yang
.~ Fleksibel dasarnya melalui siap diimplementasikan

pemetaan proses-proses
Perubahan yang

fundamental dalam diri h]duP yang pernah

peserta membutuhkan dilaluinya

waktu yang lama, maka
membangun keterampilan = Memformulasikan aktivitas

perlu dilakukan secara adaptif Anak-anak:
periahan, namun disadari * Menyusun agenda pelaksanaan Memiliki daftar aktivitas

secara baik oleh peserta dan target capaian adaptif yang siap
+ Mengimplementasikan program

i diimplementasikan
|n secara mandiri

Beberapa Contoh Peningkatan Kedrampilan :
(1) Model pembelajaran life skills

Berbagai model pembelajaran life skills dapat dilihat melalui cara pembelajaran

untuk mengembangkan kecakapan hidup, yaitu antara lain:

(@) Memberikan pertanyaan/tugas yang mendorong siswa untuk
berbuat/berpikir. Jenis pertanyaan yang diajukan atau tugas yang
diberikan oleh pendamping sangat berpengaruh terhadap perkembangan
keterampilan berpikir peserta. Pertanyaan/tugas tersebut bukan hanya
untuk memfokuskan peserta pada kegiatan, tetapi juga untuk menggali
potensi belajar peserta. Pertanyaan atau tugas yang memicu peserta
untuk berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif dapat melatih peserta untuk
menjadi pemikir yang kritis dan kreatif.

(b) Memberikan pertanyaan/tugas yang mengandung soal pemecahan

masalah.
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1 Pertanyaan/tugas tingkat tinggi dapat digunakan sebagai awalan
untuk berlatih memecahkan masalah. Pertanyaan/tugas tingkat tinggi
yang memenuhi kriteria sebagai masalah dijadikan titik tolak untuk
mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah.Pemecahan masalah
merupakan salah satu kecakapan akademik yang perlu dikembangkan
secara terus menerus agar menjadi kebiasaan peserta. Pemecahan
masalah ini sangat penting untuk membantu peserta memperoleh
kecakapan analitis, sintesis, ilmiah, dan teknologi yang diperlukan
untuk mencapai keberhasilan dalam Forum PATBM dan forumforum
pengembangan karakter masyarakat lainnya.

(2) Menerapkan Pembelajaran Kooperatif.
Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran
kooperatif memberikan kesempatan pada peserta untuk saling berinteraksi.
Peserta yang saling menjelaskan pengertian suatu konsep pada temannya
sebenarnya sedang mengalami proses belajar yang sangat efektif yang bisa
memberikan hasil belajar yang jauh lebih maksimal daripada kalau dia
mendengarkan penjelasan.
(3) Keterampilan Fisik
Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang yang ditunjukkan secara fisk,
seperti melihat, bersuara, mencium, merasa, menyentuh, dan bergerak. Berikut
disampaikan beberapa jenis keterampilan fisik.
a) Keterampilan Fisik
Ditandai dengan seorang anak berikut orang tuanya untuk memilih
makanan, berolahraga dan beristirahat secaraseimbang.
b) Keterampilan memahami tubuh dan merespon kebutuhan tubuh sendiri
Makna sehat yang hakiki adalah memahami kondisi dan kemampuan tubuh
kita dan menjalankan pola hidup sehat. Komunikasi yang terjalin baik antara

kita dengan tubuh kita akan menghasilkan mekanisme tubuh yang baik pula.
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c)

d)

Keterampilan mengatur pola makan dan olah raga

Pada dasarnya, sehat dimulai dari apa yang kita makan. Kita perlu mulai
berpikir dan berbuat, bagaimana caranya agar dapa membuat makanan
yang bukan hanya enak dilidah tapi jugas sehat di badan.

Keterampilan mengelola tidur

Perbaikan jaringanjaringan sel yang rusak dalam tubuh umumnya
dilakukan dikala istirahat/tidur. Maka apabila kita sering kurang tidur atau
tidak memiliki kualitas tidur yang baik, cepat atau lambat akan mengganggu

stabilitas daya tahan tubuh kita.

(4) Keterampilan Mental

a)

b)

c)

Keterampilan mempercayai dan menghargai diri.

Percaya diri diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan

evaluasi terhadap dirinya sendiri, serta dapat mengukur suatu perbuatan

dari segi baik atau buruknya.

Keterampilan berpikir positif

Berpikir positif adalah sebuah keterampilan untuk dapat melihat sisi positif

mengenai suatu hal, peristiwa, kejadian atau pengalaman.

(a) Keterampilan mengelola stress
Mengelola stress bukan sekedar mengurangi stress, tetapi juga
mengelola situasi yang menyebabkan stress. Mengelola stress berarti
menemukan jenis, cara, dan waktu stress yang tepat sesuai dengan ciri
khas individu, prioritas, dan situasi hidupnya untuk mencapai kinerja dan
kepuasan maksimal.

(b) Keterampilan mengambil keputusan dan memecahkan masalah
Pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan yang membantu
remaja untuk menghapi berbagai keputusan dalam hidup secara
konstruktif. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dipraktikkan.

Keterampilan Emosional

(a) Keterampilan bersikap tegas @sertif)
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Asertif adalah sebuah sikap atau perilaku untuk mengekspresikan diri
secara tegas kepada pihak lain tanpa menyakiti pihak ataupun
merendahkan diri di hadapan pihak lain.
(b) Keterampilan  berkomunikasi dengan orang lain (komunikasi
interpersonal)
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan
melalui bahasa, pembicaraan, pendengaran, gerakan tubuh, atau
ungkapan emosi oleh seseorang kepada orang lain disekitarnya.
d) Keterampilan Spiritual
(a) Keterampilan memahami kehidupan spiritual.
Spiritualitas adalah unsur kehidupan manusia yang langsung diberikan
dan berasal dari Tuhan. Keterampilan memahami spiritualitas adalah
kemampuan memahami bahwa semua kegiatan jasmani, pikiran dan
emosi manusia yang digerakan atas dasar suara hati nurani dan
diarahkan untuk memperoleh keridhoan Tuhan penciptanya.
(b) Keterampilan Menyadari Kehidupan Spiritual.
Kemampuan spiritual itu akan terlihat pada perkembangan kesadaran
dan pemahaman manusia terhadap diri, orang lain, dan abm, yang
berujung pada peningkatan kesadaran dan pemahaman akan kebesaran
Penciptanya. Artinya, Spiritualitas muncul pada konteks hubungan
manusia dengan dirinya, orang lain, alam dan Penciptanya.
(c) Keterampilan Kejuruan (Vocational Skillg
Keterampilan kejuruan adalah kemampuan atau keterampilan khusus
yang dimiliki oleh anak-anak dalam bidang non akademik, yakni berupa
kemampuan anak-anak dalam berwirausaha sesuai dengan bakat, minat
dan hobinya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga anak-anak bisa
hidup dengan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan

negaranya.
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Tujuan keterampilan kejuruan (vocational skills) adalah agar anak-anak
mampu mengembangkan potensi dirinya, bakat dan hobinya sehingga
dapat mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

e) Keterampilan Menghadapi Kesulitan

Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Dalam kehidupan seharthari, kita

tidak akan pernah lepas dari hambatan, masalah, dan tantangan. Kita

melihat ada orang-orang yang bisa mengatasi dan meninggalkan kesulitan
masa lalunya ada juga yang menyerah dan menyalahkan masa lalunya.

(a) Tipe Keterampilan Menghadapi Kesulitan
Kemampuan orang dalam menghadapi hambatan, masalah, dan
tantangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1 Tipe cepat menyerah Quitters)
1 Tipe cepat istirahat (Camperg
1 Tipe terus mendaki (Climbers)

(b) Dimensi Keterampilan Menghadapi Kesulitan
Keterampilan menghadapi kesulitan terdiri dari 4 (empat) dimensi yang
masing-masing merupakan bagian dari sikap seseorang dalam
menghadapi kesulitan.

7 C = Control (kendali)

1 O2 = Origin dan Ownership (sebab masalah dan pengakuan)
1R =Reach(jangkauan)

1 E = Endurance(daya tahan)

(c) Memperbaiki Keterampilan Menghadapi Kesulitan dan Tantangan
Keterampilan menghadapi kesulitan dan tantangan bukanlah hal yang
permanen atau menetap, dimensi-dimensi yang mempengaruhi sikap
seseorang dalam menghadapi masalah dapat diperbaiki dan
ditingkatkan melalui keterampilan LEAD dan Stoppers

Apa yang harus dilakukan secara implementatif di masyarakat adalah:
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(a) Memastikan perlindungan anak sebagai korban dan saksi yang efektif
untuk mendapatkan pelayanan;

(b) Menjamin bahwa legislasi yang relevan memberikan perlindungan yang
memadai kepada anak dalam hubungan dengan media dan teknologi
informasi komunikasi;

(c) Menetapkan dan melaksanakan program sosialuntuk mempromosikan
disiplin positif dalam membesarkan anak melalui pelayanan terpadu,
dukungan yang diperlukan anak dan yang memelihara anak;

(d) Menegakan prosedur hukum dan pelayanan yang ramah anak; (5)
Menetapkan dan mendukung kehadiran PATBM.

Di tingkat masyarakat harus diusahakan lembaga masyarakat yang profesional
melalui upaya mengembangkan dan menerapkan:

(a) Kebijakan perlindungan anak intra dan antar lembaga,;

(b) Kode etik profesional, protokol, nota kesepahaman dan strandar
pelayanan untuk semua layanan perawatan anak dan pengaturan
(termasuk tempat penitipan anak, sekolah, rumah sakit, klub olahraga,
perumahan, dll.);

(c) Melibatkan pembelajaran akademis dan lembaga pelatihan berkaitan
dengan inisiatif perlindungan anak;

(d) Meningkatkan program penelitian.

3. Meningkatnya kemampuan untuk m  enanggapi kekerasan terhadap anak
Mayoritas penyebab kekerasan terhadap anak adalah pola asuh yang salah karena
orangtua tidak memahami cara mendidik anak dengan benar. Akibatnya, hakhak
anak tidak dipenuhi. Anak tidak pernah ditanya mengenai hal-hal yang ingin
mereka lakukan. Orangtua memaksakan kehendak, mulai dari pilihan makanan,
sekolah, hingga hobi, akibatnya hubungan orangtua dan anak menjadi tidak

berdasarkan kasih sayang dan hormat, tetapi rasa takut.
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SASARAN 3:
Menanggapi Kekerasan Terhadap Anak

Mengidentifikasi .
Jenis-jenis Mengenali Anak Merespon

Yang Mengalami Kekerasan
Te:fl'?a'\(gargszgak Kekerasan Terhadap Anak

Mendampingi dan Menerima Kembali
(reintegrasi) Anak Korban Kekerasan

(a) Mengidentifikasi Jenisjenis Kekerasan Terhadap Anak

Dengan pemahaman jenisjenis kekerasan terhadap anak, peserta PATBM
menjadi lebih peka dalam melihat persoalan, tidak hanya kasus yang sensasional,
tetapi juga kasus yang tampak biasabiasa saja namun ternyata alalah pelanggaran

hak anak.

KEGIATAN TIM LANGKAH POKOK KEGIATAN KELOMPOK
SASARAN PROGRAM

* Menerapkan metode
LANGKAH

MENGIDENTIFIKASI: HEOSEREENL e Al

= Memberikan berbagai media,
. Memperkenalkan
pemahaman jenis- antara lain:
berbagai jenis kekerasan . :
jenis kekerasan pemutaran film, cerita
terhadap anak
terhadap anak bergambar, dongeng,
review kabar di media

massa, dsb

Jika identifikasi berbagai jenis kekerasan berjalan dengan baik, anak korban
kekerasan tidak akan merasa sendirian dan memiliki keberanian untuk melapor.
Masyarakat juga mendapat kesadaran mengenai hathal yang boleh ataupun dilarang

secara hukum. Para pelaku juga semakin takut melakukan aksi mereka.
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Pendamping PATBM membantu masyarakat peserta PATBM untuk mengenali
berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Metode pengenalan dapat dilakukan dengan
sangat beragam, diantaranya addah melalui pemutaran film, cerita bergambar,

dongeng, review kabar di media massa, dan lain sebagainya.

(b) Mengenali Anak Yang Mengalami Kekerasan

Dampak kekerasan terhadap anak menurut Moore dalam Nataliani (2004)
menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat
diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif
serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak
mempunyai kepibadian sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan
ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu
Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang

normal juga rusaknya sistem syaraf.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan
menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas PA dalam
Nataliani (2004) mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban

kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.
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